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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  

NOMOR  7  TAHUN  2008 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan  pada masyarakat dan 
memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, maka 
dipandang perlu memberdayakan aset-aset daerah secara optimal 
dengan memungut retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
pemerintah daerah dengan menganut  prinsif komersial; 

 
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 

tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diperkenankan 
memungut retribusi dibidang pemanfaatan kekayaan daerah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3699); 

 
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4948); 
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3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 4268); 

 
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004            
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4548); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, 
Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan            
Tata Kerja Perangkat Derah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

dan 

BUPATI BANGKA TENGAH 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN 
KEKAYAAN DAERAH. 

 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah  adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD 

adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah. 

6. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda yang berwujud yang 
dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak 
bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya serta 
peralatannya kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. 

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut 
retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan 
daerah antara lain : pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian 
ruangan, pemakaian kendaraan, alat-alat berat dan perlengkapan 
lainnya. 

8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 
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9. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan 
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 

10. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang 
sampai kepada kegiatan penagihan retrbusi serta pegawasan 
penyetorannya. 

11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk 
melaporkan objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran 
retribusi yang terutang. 

12. Tanah adalah area atau lahan yang merupakan benda tetap dan 
berwujud yang dimiliki/dikuasai secara hukum oleh Pemerintah 
Kabupaten. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok 
retribusi. 

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang  selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. 
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 

selanjutnya disingkat SKRDKBT  adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar  yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB adalah  surat ketetapan  retribusi yang menentukan  
jumlah kelebihan pembayaran retribusi  karena  jumlah kredit retribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya 
terutang. 

 
 

 
BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

 

Pasal 2 

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut sebagai 
pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah. 

 
 

Pasal 3 

(1) Objek retribusi adalah pelayanan/pemberian hak pemakaian kekayaan 
daerah yang meliputi pemakaian : 
a. tanah; 
b. bangunan/gedung; 
c. ruangan; 
d. kendaraan dan alat-alat; 
e. barang/peralatan; dan  
f. sarana olahraga. 
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(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah 
untuk pelayanan umum, penggunaan tanah yang tidak mengubah 
fungsi dari tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik/telepon 
maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan 
umum dan pemakaian kekayaan daerah yang merupakan objek 
retribusi tersendiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

 
 

Pasal 4 

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak 
untuk memakai/menggunakan/menikmati kekayaan daerah. 
 
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

 
Pasal 5 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi 
Jasa Usaha. 

 
 

BAB IV 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF  

SERTA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 

Pasal 6 

Prinsip dan sasaran penetapan besarannya tarif retribusi didasarkan pada 
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana 
keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang 
beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

 
 

Pasal 7 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kuantitas pemakaian/jangka 
waktu pemakaian. 

 
 

BAB V 
STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI 

 

Pasal 8 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis 
kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian. 

 
(2) Sruktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ditetapkan sebagaimana diatur dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. 

 
 
 
 
 
 


